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ABSTRAK 
      Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 
1945 adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan 
atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk 
mendapatkan, mempunyai, dan menikmati Hak Milik. Hak Milik atas tanah 
sangat penting bagi Negara, Bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai 
masyarakat agraris yang sedang membangun kearah perkembangan 
industri dan lain sebagainya. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui cara penyelesaian secara yuridis 
mengenai ketidakhadiran seseorang dari salah satu pihak (penjual) 
sebelum proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan dan 
untuk mengetahui proses jual beli hak milik atas tanah warisan dengan 
berdasarkan Penetapan nomor : 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh Pengadilan 
Negeri Surabaya. 
Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode 
pendekatan yaitu yuridis normative dengan spesifikasi penelitian yaitu 
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang 
berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier berupa 
kamus Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa cara penyelesaian 
secara yuridis mengenai ketidakhadiran seseorang dari salah satu pihak 
(penjual) sebelum proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah 
dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri 
Surabaya di tempat tinggal terakhir si yang tidak hadir (Slamet Widodo 
dan Achmad Basoeki) oleh pemohon Sukasmanto, untuk dinyatakan 
dalam keadaan tidak hadir dan memberikan kuasa untuk mewakili Slamet 
Widodo dan Achmad Basoeki  untuk menjual hak bagiannya atas 
sebidang tanah Hak Milik nomor 1032/Kel Sumbang. Sehingga 
berdasarkan penetapan pengadilan nomor 729/Pdt.P/2003/PN.sby 
tersebut proses pelaksanaan jual beli Hak Milik atas Tanah dapat 
dilaksanakan. 
Kata Kunci : Penetapan Pengadilan, Jual beli, Hak Milik atas tanah 
warisan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The United State of the Republic of Indonesia, having the 
foundation of 1945 Constitution, is the State of Law, providing security and 
protection for the rights of its citizens, among them are the rights of 
citizens to obtain, posses, and benefit from the Property Rights. The 
Property Right upon land is very important to Indonesian state, nation, and 
people as agrarian society who are constructing to the direction of 
industrial development and other things. 
The objectives of this research are to find out the method of 
resolution in juridical manner concerning the absence of a person of one 
of parties (seller) before the execution process of sell and buy of property 
right upon inherited and to find out the process of sell and buy of property 
right upon inherited land based on the Establishment Number 
729/Pdt.P/2003/PN.Sby by the Court of First Instance in Surabaya. 
The writer conducted this research by using the method of 
approach, which is the juridical-normative approach, with the descriptive-
analytical research specification. The used method of data collection was 
primary data collected from interviews and secondary data consisting of 
primary legal material in form of law and order related to the observed 
object, secondary legal material in form of books, scientific papers, and 
tertiary legal material in form of Indonesian Dictionary. The obtained data 
were then analyzed qualitatively. 
Based on the research results, it can be found that the juridical 
method of resolution concerning the absence of a person of one of the 
parties (seller) before the execution process of sell and buy of property 
right upon land is conducted is by submitting a request to the Court of First 
Instance in Surabaya, located in the last residence of the absence party 
(Slamet Widodo and Achmad Basoeki) by the applicant, Sukasmanto, to 
be stated in the condition of absent and to give an authority to represent 
Slamet Widodo and Achmad Basoeki to sell their right of part upon a plot 
of land of Property Right Number 1032/Kel Sumbang. Thus, based on that 
Establishment Number 729/Pdt.P/2003/PN.Sby, the execution process of 
sell and buy of Property Right upon land may be conducted. 
 
Keywords: court establishment, sell and buy, property right upon inherited 
land 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.  Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah 
Negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara, 
antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.  
Hak Milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, yang sangat penting bagi 
negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang 
membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, tanah yang 
merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, 
antara lain : 
1. keterbatasan tanah, baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan 
dengan kebutuhan yang harus dipenuhi; 
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 
perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan 
perubahan-perubahan sosial pada umumnya; 
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat 
penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan obyek 
spekulasi; 
4. tanah disatu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain 
pihak harus dijaga kelestariannya. 
 
 
 
 
 
 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah di 
Indonesia bersifat dualisme, artinya selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang 
bersumber dari hukum adat, diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang 
didasarkan atas hukum barat. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 
1960, berakhirlah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu 
unifikasi hukum tanah. Hak milik sebagai suatu lembaga hukum dalam hukum tanah telah 
diatur baik dalam hukum tanah sebelum berlakunya UUPA maupun dalam UUPA. 
Sebelum berlakunya UUPA, ada dua golongan besar hak milik atas tanah, yaitu hak milik 
menurut hukum adat, dan hak milik menurut hukum perdata barat yang dinamakan hak 
Eigendom. 
Kedua macam hak milik tersebut kemudian dikonversi dalam UUPA menjadi hak 
milik. Konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan 
dengan berlakunya UUPA. Hak hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA 
diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA sehingga sekarang 
hanya ada satu macam hak milik atas tanah. Dalam ketentuan konversi pasal II UUPA 
dinyatakan, bahwa hak Agrarische Eigendom, Milik Yasan, Andarbeni, Hak atas Druwe, 
Hak atas Druwe desa, pesini, Grant Sultan Landerijenbesitrecht, altijddurende, erfpacht, 
Hak Usaha Bekas tanah partikelir dan hak lainnya dengan nama apapun menjadi hak 
milik.  
Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun 
karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa “jual beli, penukaran, 
penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah”. 
Ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan : 
“hukum agaria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat 
 
 
 
 
 
 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama.” 
Berdasarkan persyaratan Pasal 5 tersebut, dapat disebutkan bahwa hukum 
Agraria Nasional kita adalah Hukum Adat yang di-saneer. Hal ini berarti kita 
menggunakan konsep, asas-asas, lembaga-lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia. Hukum Adat yang telah 
di-saneer yang dihilangkan dari cacat-cacatnya atau Hukum Adat yang sudah 
disempurnakan/ Hukum Adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat 
nasional. misalnya; lembaga jual beli tanah, yang telah disempurnakan tanpa mengubah 
hakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya 
yang bersifat tunai dan terang. Hanya saja pengertian “terang” sekarang ini adalah jual 
beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. Jual beli tanah menurut PP No. 24 
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat 
oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut 
ditandatangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. 
Perubahan diatas bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan 
hukum yang dilakukan. Menurut Hukum Adat yang masyarakatnya terbatas lingkup 
persoalan dan teritorialnya, cukup dibuatkan aktanya oleh penjual sendiri dan disaksikan 
oleh kepala adat. Adapun “tunai” maksudnya adalah pemindahan hak dan pembayaran 
harganya dilakukan secara serentak. Tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara 
kontan, atau baru dibayar sebagian (dibayar sebagian dianggap tunai). Jadi, dengan 
dilakukannya jual beli tanah dihadapan PPAT, maka pada saat itu juga hak atas 
tanahnya berpindah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran secara tunai dari 
pembeli kepada penjual. 
Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat antara calon 
 
 
 
 
 
 
penjual dengan calon pembeli mengenai obyek jual belinya yaitu tanah hak milik yang 
akan dijual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah diantara mereka sendiri. 
Setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya sebagai tanda jadi, diikuti 
dengan pemberian panjer. Pemberian panjer tidak diartikan sebagai harus dilaksanakan 
jual beli itu. Dengan demikian panjer disini fungsinya adalah hanya sebagai tanda jadi 
akan dilaksanakannya jual beli. Dengan adanya panjer, para pihak akan merasa 
mempunyai ikatan moral untuk melaksanakan jual beli tersebut. Apabila telah ada panjer, 
maka akan timbul hak ingkar, bila yang ingkar si pemberi panjer, panjer menjadi milik 
penerima panjer, sebaliknya, bila keingkaran tersebut ada pada pihak penerima panjer, 
panjer harus dikembalikan kepada pemberi panjer. Jika para pihak tidak menggunakan 
hak ingkar tersebut, dapatlah diselenggarakan pelaksanakaan jual beli tanahnya, dengan 
calon penjual dan calon pembeli menghadap kepala desa (adat) untuk menyatakan 
maksud mereka itu, inilah yang dimaksud dengan “terang”. Kemudian oleh penjual dibuat 
suatu akta bermeterai yang menyatakan bahwa benar ia telah menyerahkan tanah 
miliknya untuk selama-lamanya kepada pembeli dan bahwa benar ia telah menerima 
harga secara penuh. Akta tersebut turut ditandatangani oleh pembeli dan kepala desa 
(adat). Dengan telah ditandatanganinya  akta tersebut, maka perbuatan jual beli itu 
selesai. Pembeli kini menjadi pemegang hak atas tanahnya yang baru dan sebagai tanda 
buktinya adalah surat jual beli tersebut. 
Sejak berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 jungto PP No. 24 Tahun tentang 
pendaftaran tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas 
membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat 
“terang” (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi 
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, 
telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan 
hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan 
 
 
 
 
 
 
bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya 
dan pembayaran harganya, dan penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang 
haknya yang baru. Akan tetapi, hal itu baru diketahui oleh para pihak dan ahli warisnya, 
dan juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena administrasi PPAT sifatnya 
tertutup bagi umum. 
Syarat jual beli tanah ada 2 (dua), yaitu: 
1. Syarat Materiil 
 Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 
tersebut, antara lain sebagai berikut: 
a. pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan  
Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi 
syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Menurut UUPA, yang 
dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga negara Indonesia 
tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 
(Pasal 21 UUPA). 
b. penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan 
yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang 
sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik 
sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri 
tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang atau lebih 
maka yang berhak menjual tanah itu ialah dua orang atau lebih itu 
secara bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai 
penjual. 
 
 
 
 
 
 
c. tanah hak yang bersangkutan boleh diperjulbelikan dan tidak sedang 
dalam sengketa. 
Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telah 
ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha 
(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41).  
2. Syarat Formil 
Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) akan membuat akta jual belinya. Akta jual beli menurut 
Pasal 37 PP 24/1997 harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa 
dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada Hukum Adat 
(Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam hukum adat sistem yang dipakai adalah 
sistem yang konkret/kontan/nyata/riil. Tetapi untuk mewujudkan adanya 
suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, PP 24/1997 
sebagai peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap 
perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. 
Penjual atau pembeli mungkin bertindak sendiri atau melakukan kuasa. Baik 
penjual atau pembeli bertindak sendiri maupun melalui kuasa, identitasnya harus jelas. 
Kalau penjual/pembeli adalah orang (manusia), maka identitas itu adalah nama, umur, 
kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal. Jika ia perempuan yang bersuami, maka 
keterangan-keterangan itu mengenai suaminya harus diketahui dan menyetujui atau ikut 
serta dalam proses pembuatan akta peralihan hak dan atau pembebanan hak atas tanah 
itu, begitu juga halnya apabila penjual adalah orang beristri maka istri harus diketahui 
dan menyetujui atau ikut serta dalam proses pembuatan akta peralihan atau 
pembebanan hak atas tanah tersebut. Semua itu dapat dibaca dalam kartu tanda 
penduduk.  
 
 
 
 
 
 
Dalam hal penjual atau pembeli bertindak melalui kuasa, maka surat kuasa 
khusus untuk menjual harus ada. Kuasa umum, yang menurut lazimnya hanya untuk 
tindakan pengurusan tidak berlaku untuk menjual, kuasa itu harus tegas untuk menjual 
tanah yang dijual itu. bentuk kuasa, harus tertulis, kuasa lisan sama sekali tidak dapat 
dijadikan dasar bagi jual beli hak atas tanah. Kuasa tertulis minimal dilegalisasi (oleh 
Camat atau Notaris/Panitera Pengadilan Negeri/Perwakilan Negara Republik Indonesia di 
luar negeri).1 
Dari apa yang tersebut diatas, kehadiran pemilik tanah atau subyek hukum 
mutlak diperlukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai hal 
kehadiran seorang subyek hukum terkadang mendapatkan kendala oleh sebab dinamika 
masyarakat modern, sehingga memerlukan penyelesaian seandainya kehadiran itu tidak 
dimungkinkan oleh karena subyek hukum itu tidak diketahui tempatnya, sedangkan ada 
pihak lain yang berkepentingan atas kehadirannya guna menyelesaikan proses jual beli 
hak atas tanah, yang dimiliki bersama orang lain berkaitan dengan pemilikan 
berdasarkan warisan. Seorang bernama R. Sujitno meninggal dunia dengan 
meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik seluas 1.125 meter persegi terletak 
di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tersebut dalam 
Sertipikat Hak Milik nomor 1032/Kelurahan Sumbang. 
Selain meninggalkan harta warisan tersebut, almarhum R. Sujitno juga 
meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris yang bernama : 
1. Sukasmanto 
2. Endang Karyati 
3. Slamet Widodo 
4. Moelyo Yoewono 
5. Endang Susetyowati 
                                                          
1 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, Jakarta, Rajawali Pers, 1987, hlm 6 
 
 
 
 
 
 
6. Achmad Basuki 
Berdasarkn hukum secara bersama menjadi pemilik tanah Hak Milik nomor 
1032/kelurahan Sumbang. 
Sebagian pemilik, yaitu Sukasmanto, Endang Karyati, Moelyo Yoewono, Endang 
Susetyowati, tanah Hak Milik nomor 1032/ Kelurahan Sumbang, bermaksud menjual 
tanah hak miliknya itu dan pembelinya sudah diperoleh yaitu Sudjono Budiono. Oleh 
karenanya, 2 (dua) orang pemilik lainnya yaitu Slamet Widodo dan Achmad Basuki tidak 
dapat di hubungi.  
Sahnya perjanjian transaksi jual beli hak atas tanah itu diperlukan kehadiran 
seluruh pemiliknya untuk melaksanakan akad jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah. Yang mana Slamet Widodo dan Achmad Basuki, sudah 20 (dua puluh) tahun 
tidak diketahui tempatnya dan tidak ada kabar beritanya, sehingga keberadaannya tidak 
diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia dan bahkan tidak 
meninggalkan surat kuasa untuk mewakili dirinya dalam hal untuk melakukan perbuatan 
hukum menjual tanah peninggalan orang tuanya tersebut, sedangkan pemilik tanah yang 
lain berkepentingan untuk menjual tanah tersebut dengan maksud hasil penjualannya 
dibagi bersama. oleh karena itu salah satu pemilik obyek hukum dalam hal ini  
Sukasmanto mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk :  
1. menyatakan bahwa Slamet widodo dan Achmad Basuki ada dalam keadaan 
tidak hadir menurut ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
2. memberikan ijin kepada Sukasmanto untuk mewakili Slamet Widodo dan 
Achmad Basuki melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah hak milik 
nomor 1032/Sumbang tersebut diatas. 
Atas permohonan tersebut Pengadilan negeri di Surabaya memutuskan dalam 
 
 
 
 
 
 
“penetapan Nomor 729/Pdt.P/2003/PN.SBY”  tanggal 27 Agustus 2003 yang pokok 
putusannya sebagai berikut : 
1. mengabulkan permohonan pemohon. 
2. menetapkan bahwa adik pemohon Slamet Widodo dan Achmad Basuki 
dalam keadaan tidak hadir (tidak diketahui keberadaannya). 
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili adiknya Slamet Widodo dan 
Achmad Basuki tersebut untuk menjual hak bagiannya atas harta warisan 
tersebut. 
Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka akan menimbulkan 
kemandekan peredaran benda ekonomi, khususnya dalam hal ini adalah jual beli hak 
atas tanah warisan, karena tidak terpenuhi unsur lengkapnya subyek hukum yaitu dari 
pihak (calon) penjual.  
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini akan 
penulis susun dalam bentuk penulisan hukum tesis yang berjudul : Penetapan 
Pengadilan Dalam Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik atas Tanah Warisan (Studi 
Kasus Penetapan Nomor: 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh Pengadilan Negeri Surabaya) 
2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 
dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut ; 
1. Bagaimanakah cara penyelesaian secara yuridis mengenai ketidakhadiran 
seseorang dari salah satu pihak (penjual) sebelum proses pelaksanaan jual 
beli hak milik atas tanah warisan dilakukan? 
 
 
 
 
 
 
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan 
dengan berdasarkan Penetapan Nomor: 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh 
Pengadilan Negeri Surabaya ? 
3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui cara penyelesaian secara yuridis mengenai ketidakhadiran 
seseorang dari salah satu pihak (penjual) sebelum proses pelaksanaan jual 
beli hak milik atas tanah  warisan dilakukan? 
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan 
dengan berdasarkan Penetapan Nomor: 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh 
Pengadilan Negeri Surabaya? 
4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 
perkembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pertanahan tentang 
Penetapan Pengadilan dalam proses pelaksanaan jual beli hak milik atas 
tanah warisan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap 
permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah 
pertanahan khususnya mengenai Penetapan Pengadilan dalam proses 
pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan dan peralihan hak 
milik atas tanah yang terkendala oleh sebab ketidakhadiran seseorang. 
 
 
 
 
 
 
b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah 
pertanahan khususnya mengenai Penetapan Pengadilan dalam proses 
jual beli hak milik atas tanah warisan dan oleh karena sebab lain tanah 
menjadi milik lebih dari seorang. 
5. Kerangka Pemikiran 
Tanah dengan kedudukan Hak Milik sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat. 
Tanah Hak Milik bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, landasan idiil 
daripada Hak Milik adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, secara yuridis 
formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang UUPA. 
Hak Milik atas Tanah tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
“Hak Milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6” 
Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan Badan 
Hukum yang memenuhi syarat-syarat dan ditetapkan oleh Pemerintah, setiap Warga 
Negara Indonesia yang berwenang dalam kedudukannya dan cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum dapat mengalihkan Hak Milik kepada pihak lain dengan cara Jual Beli, 
Tukar Menukar, Hibah dan sebagainya. Pemilik Hak Milik atas tanah dapat dipunyai oleh 
satu atau lebih dari satu pemilik yang dimiliki secara bersama-sama, hal ini bisa terjadi 
pada tanah bersama atau karena pewarisan yang mana ahli waris dari almarhum pemilik 
tersebut demi hukum menjadi pemilik tanah Hak milik tersebut 
Salah satu peralihan hak atas tanah yang sering terjadi yaitu peralihan dengan 
 
 
 
 
 
 
cara jual beli Hak Milik atas tanah. Dalam jual beli hak milik atas tanah menurut UUPA 
adalah jual beli menurut hukum adat yang telah di saneer. Untuk sahnya jual beli harus 
dilakukan secara “terang dan tunai” dihadapan kepala desa. Setelah berlakunya UUPA 
dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah 
disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka jual beli hak 
milik atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan 
dihadiri oleh semua pihak baik penjual maupun pihak pembeli. Sebelum dillakukan jual 
beli PPAT harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ke kantor pertanahan untuk 
mencocokkan kebenaran dari sertipikat Hak Milik tersebut dan mengenai kewenangan 
bertindak dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum jual beli. Apabila salah satu 
pihak tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum ini maka PPAT dapat untuk 
menolak membuatkan akta jual beli hak milik atas tanah tersebut. Bila semua 
persyaratan dari kewenangan melakukan perbuatan hukum dari para pihak dan 
kelengkapan dokumen, maka PPAT membuatkan akta jual beli tersebut. Setelah 
dibuatnya akta jual beli maka PPAT selambat lambatnya hari ketujuh harus di daftarkan 
Ke Kantor Pertanahan, untuk diproses kelengkapan berkas/dokumen untuk pendaftaran 
peralihan hak atas tanah karena jual beli. Setelah meneliti kelengkapan berkas tersebut 
maka kantor pertanahan memproses untuk terbitnya sertipikat Hak Milik atas tanah atas 
nama pembeli, yang secara hukum menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti 
yang kuat. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai peranan yang penting dalam 
mewujudkan tertib administrasi dalam pendaftaran tanah, yang mana PPAT membantu 
sebagian tugas dari Kantor Pertanahan dalam hal apabila ada perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum tersebut meliputi jual beli, tukar menukar, pemasukan kedalam 
perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa 
membebankan Hak Tanggungan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
 
 
 
 
 
 
Nasional Nomor 1 Tahun 2006). Dalam hal ini  jual beli Hak Milik atas tanah yang 
dilakukan para pihak yang berwenang sebagi subyek hukum untuk melakukan perbuatan 
hukum tersebut dihadapan PPAT untuk dibuatkan akta jual beli Hak Milik Atas Tanah 
secara otentik yang berada di daerah kerja PPAT yaitu daerah Kabupaten/kota.  
6. Metode Penelitian 
Dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam dan 
tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian didasarkan sudut pandang dan 
cara peninjauannya. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum 
dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari sudut disiplin ilmu 
pengetahuan jenis dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian 
dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap 
penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tertinggi, 
baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan2. 
Menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan suatu proses penentuan 
kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang terencana 
dengan dilandasi oleh metode ilmiah. Seluruh proses penelitian merupakan kegiatan 
terkait. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik berawal dari pemilihan judul serta 
perumusan masalah yang harus sinkron dengan tujuan penelitian. Dengan tinjauan 
pustaka yang dikemukakan dapat dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan 
menunjang penelitian. Kerangka berpikir ini dapat diwujudkan tanpa merinci cara-cara 
melakukan penelitian yang menerangkan tentang dari mana serta bagaimana cara data 
diperoleh, variabel apa saja yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang 
                                                          
2 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktek,  Sinar Grafika, Jakarta, 1991,hlm 7 
 
 
 
 
 
 
terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian3. 
Menurut asal katanya “metodologi” berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang 
berarti “jalan ke”. Dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan 
bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu jalan / tata cara 
tertentu yang sistematis dan konsisten. 
Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah 
menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Disini 
penulis menentukan metode apa yang akan digunakan, spesifikasi / tipe penelitian yang 
dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan 
dan analisa data yang dipergunakan. 
A. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normative dan 
penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis 
atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.4 
Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif murni artinya apa yang 
dihasilkan adalah penyimpangan tidak dengan teori. yaitu sesuatu pendekatan 
masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan 
pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan 
                                                          
3 Maria S.W.Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan 
Dasar ,Gramedia Pustaka Umum,Jakarta,1997, hlm 27 
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1990, hlm 9 
 
 
 
 
 
 
logika yuridis.. 
Dalam penelitian mengenai analisis terhadap penetapan pengadilan dalam 
proses jual beli Hak Milik atas Tanah warisan penelitian menggunakan tipe penelitian 
yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti 
mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-
kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya 
memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.  
  Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang 
berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan 
yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkret. 
B. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dimaksud dengan 
penelitian deskriptif karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan data 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya 
adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat 
teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.5 
Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, 
membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun segi praktek.  
Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh gambaran 
tentang faktor pendukung dan penghambatnya. Spesifikasi penelitian yang bersifat 
analitis, bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan 
menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan 
                                                          
5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, 
Hlm 10 
 
 
 
 
 
 
C. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan 
Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur. 
D. Populasi dan Metode Penarikan Sampel 
a. Populasi 
Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu 
atau gejala atau keseluruhan kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. 
Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerapkali tidak 
mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu6. 
Populasi dalam penelitian ini adalah adalah unit yang ada sangkut pautnya 
dengan proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan di wilayah 
Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro dan pihak yang terlibat 
langsung dalam proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan 
tersebut. 
b. Sampel 
Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua 
obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau 
semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar 
mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti 
sebagai sampel. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel haruslah merupakan 
suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Oleh karena itu dalam 
suatu penelitian pengambilan sampel haruslah dengan benar, jika tidak maka 
                                                          
6 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta,1990,hlm 
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sampel yang diambil bukanlah suatu bagian yang representatif dari populasi 
dan kesimpulan yang diperoleh tidak akan dapat digeneralisasikan pada 
populasi yang diteliti. 
Teknik sampling adalah salah satu cara untuk menentukan sampel, 
jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 
sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi 
agar dapat diperoleh sampel yang mewakili (representative).7 Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui non 
random, dengan teknik purposive sampling yaitu jenis sampel yang berupa 
criteria yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan 
yang diteliti.8 
Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan 
responden adalah : 
J. SRI MURTINI 
SUKASMANTO 
Untuk melengkapi data, Peneliti akan melakukan wawancara dengan 
Nara Sumber yang terkait yaitu : 
3. H.A ARDIANDA P, S.H, M.H hakim Pengadilan Negeri Surabaya 
4. YATIMAN HADISUPARJO, S.H Notaris - PPAT di Kabupaten 
Bojonegoro 
5. ENI ZUBAIDAH, S.H Notaris – PPAT di Kabupaten Bojonegoro 
6. SUNU DUTO WIDJOMARMO, S.H, M.kn. Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bojonegoro 
                                                          
7 Ibid, hlm 52 
8 Ibid, hlm 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum pengumpulan 
data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak 
untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang 
mendukung suatu penelitian. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu 
kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. 
Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin dekat pada kebenaran atau 
kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan. 
Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang 
fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis 
juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid. 
Disini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :9 
1. Data Primer 
Data Primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 
wawancara. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada responden 
dan nara sumber untuk mengetahui cara proses pelaksanaan jual beli hak 
milik atas tanah warisan, berkaitan dengan adanya Penetapan Hakim 
Pengadilan Negeri. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang 
telah dipersiapkan sebelumnya dengan suatu wawancara yang sudah 
                                                          
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional,Rineka Cipta,Jakarta,2001,hlm.32 
 
 
 
 
 
 
disusun terlebih dahulu. Bentuk pedoman yang dibuat secara bervariasi 
antar pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut 
semi struktur. Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan 
diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga dapat 
diperoleh jawaban yang mendalam. Pedoman wawancara dimaksud untuk 
memperdalam data primer dan sekunder lainnya. 
2. Data sekunder diperoleh dari : 
a. Bahan Hukum Primer : 
Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar 
hukum yang terdiri dari : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer 
 
 
 
 
 
 
yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang penetapan 
pengadilan dalam proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah 
warisan, berbagai hasil seminar, makalah, karya ilmiah, artikel yang 
berkaitan dengan materi tesis. 
c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. 
Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dimaksudkan 
untuk lebih menetapkan kebenaran data atau infomasi yang diperoleh di tempat 
penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi. Lebih lanjut, 
bahwa studi komparatif  antara data yang diperoleh dalam penelitian dengan 
bahan teoritis studi pustaka adalah merupakan suatu kegiatan analisa. 
F. Analisis Data 
Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, 
dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang 
sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka 
peneliti mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya 
sedikit dan data tersebut tidak dapat diklasifikasikan. 
Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti mempergunakan 
analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis 
kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang analisis yuridis 
penetapan pengadilan dalam proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan, 
untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis. 
7. Sistematika Penulisan 
Bab I :Pendahuluan, yang berisi uraian tentng Latr Belakang Masalah, Rumusan 
 
 
 
 
 
 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis. 
Bab II :Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian tentang hak milik, uraian tentang subyek 
hak milik, uraian tentang terjadinya hak milik, uraian tentang pengertian 
jual beli hak atas tanah, uraian tentang obyek transaksi jual beli hak atas 
tanah, uraian tentang pengertian warisan menurut hukum barat, uraian 
tentang sistem pewarisan menurut hukum barat, uraian tentang pengertian 
warisan menurut hukum adat, uraian tentang pewarisan menurut hukum 
adat, uraian tentang pengertian warisan menurut hukum islam, uraian 
tentang sistem pewarisan menurut hukum islam, uraian tentang pengertian 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, uraian tentang tugas, wewenang dan 
kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Bab III :Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil 
penelitian mengenai cara penyelesaian secara yuridis mengenai 
ketidakhadiran seseorang dari salah satu pihak (penjual) sebelum proses 
pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan dilakukan, uraian mengenai 
proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan dengan berdasarkan 
Penetapan Nomor: 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh Pengadilan Negeri 
Surabaya. 
Bab IV   : kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan 
yang telah diuraikan, serta saran dari penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Hak Milik 
Tanah dengan kedudukan Hak Milik sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat. 
Jadi tanah Hak Milik bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru/asing. 
Landasan idiil daripada Hak Milik adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. 
Dahulu Hak Milik dalam pengertian hukum barat bersifat mutlak 10 Hal ini sesuai 
dengan paham yang mereka anut yaitu individualisme, dimana kepentingan terhadap 
miliknya, Hak Milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya ada ketentuan demikian, 
maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang meskipun hal itu perlu 
untuk kepentingan umum. 
Hak Milik dapat pula diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun, 
terus-menerus dengan tidak harus memohonkan haknya kembali apabila terjadi 
perpindahan hak11. Dalam pengertian sekarang, Hak Milik atas tanah tercantum dalam 
Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut: “Hak Milik adalah hak yang turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 
ketentuan dalam Pasal 6, sehingga dilihat dari sini Hak Milik mempunyai unsur-unsur 
                                                          
10 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, Alumni 
Bandung,1986, hlm 43 
11 Soedharyo Soimin, Status hak dan pembebasan tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 
hlm 1 
 
 
 
 
 
 
sebagai berikut:12 
1. Terkuat, menunjuk jangka waktunya (jangka waktu tidak ditentukan/tidak 
mempunyai batas waktu). 
2. Terpenuh, menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan tanah tersebut 
(wewenangnya tidak dibebani) 
3. Turun-temurun, artinya dapat diwariskan atau dapat dipindahkan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. 
Menurut Pasal 6 dari UUPA dikatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. Terkuat dan Terpenuh disini tidak berarti bahwa Hak Milik merupakan hak 
yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, ini dimaksudkan untuk 
membedakan dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan 
kata lain Hak Milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diatas semua hak-
hak atas tanah lainnya, sehingga pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali 
ditangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang mempunyai Hak Milik dapat 
berbuat apa saja sekehendak hatinya, namun tindakannya tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain yang dimaksud dalam 
Pasal 6. 
Pemikiran Hak Milik mempunyai fungsi sosial ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa Hak Milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial, dalam rangka 
mencegah penggunaan Hak Milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dasar 
Hukum fungsi sosial tercermin didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai 
berikut “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 
1.1.  Subyek Hak Milik 
                                                          
12 Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta,1992, hlm 8 
 
 
 
 
 
 
Ketentuan tentang siapa saja yang dapat mempunyai Hak Milik diatur dalam 
Pasal 21 UUPA, yaitu antara lain : 
b. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik. 
c. Oleh Pemerintah dapat ditetapkan Badan Hukum yang dapat mempunyai 
Hak Milik dan syarat-syaratnya. 
d. Orang Asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak 
Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena 
perkawinan, demikian juga Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak 
Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan Hak Miliknya itu dalam jangka waktu 
satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan 
itu. Jika setelah jangka waktu tersebut Hak Miliknya tidak dilepaskan maka 
hak tersebut akan hapus karena hukum dan tanahnya akan jatuh kepada 
negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung 
e. Selama seseorang di samping mempunyai kewarganegaraan Indonesia 
mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai Hak 
Milik atas tanah dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini. 
1.2. Terjadinya Hak Milik 
Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa: 
- Ayat (1) 
Hak Milik adalah hak turun menurun , terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 
 
 
 
 
 
 
 
- Ayat (2) 
Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
Untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah menurut K. Wantjik Saleh dalam 
bukunya Hak Anda atas Tanah ada 2 cara, yaitu13 
1. Dengan Peralihan (beralih atau dialihkan) 
2. Menurut cara UUPA, terjadi karena : 
a. Menurut Hukum Adat 
b. Penetapan pemerintah 
c. Pemberian Hak Milik karena Undang-Undang/Konversi 
d. Pemberian Hak Milik sebagai Perubahan Hak. 
Ad.1. Mendapatkan Hak Milik dengan Peralihan 
Dalam hal mendapatkan Hak Milik dengan peralihan dapat diartikan 
Hak Milik dapat beralih maksudnya hak Milik berpindah dari seseorang kepada 
orang lain melalui peristiwa hukum atau akibat hukum, disini tidak ada unsur 
“sengaja”. Misalnya, seorang yang meninggal dunia, maka sebagai peristiwa 
hukum almarhum meninggalkan warisan yang tanpa suatu perbuatan hukum, 
mengakibatkan haknya beralih. 
Hak milik dapat dialihkan maksudnya Hak Milik seorang berpindah 
kepada orang lain karena perbuatan hukum, disini menunjukkan adanya 
“kesengajaan” dilakukan dengan maksud agar pihak lain memperoleh hak 
tersebut yaitu melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya. 
Ad.2. Dengan cara UUPA menurut Pasal 22 UUPA, maka Hak Milik terjadi 
                                                          
13 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm 24 
 
 
 
 
 
 
karena   
Menurut Hukum Adat 
Menurut Pasal 22 ini harus diatur dengan Peraturan 
Pemerintah supaya tidak merugikan kepentingan umum dan negara. 
Terjadinya Hak Milik atas tanah menurut hukum adat lazimnya 
bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah 
ulayat suatu masyarakat hukum adat. Dengan membuka tanah hutan 
tersebut bukan berarti langsung memperoleh hak atas tanah, tetapi 
barulah timbul hubungan hukumnya menjadi lebih kuat yang dalam 
UUPA disebut dengan Hak Pakai, Hak Pakai ini lama kelamaan 
tumbuh menjadi Hak Milik melalui proses pertumbuhan yang memakan 
waktu yang lama berkat usaha atau modal yang dikeluarkan oleh 
orang yang membuka tanah tersebut. Pembukaan hutan secara tidak 
teratur dapat membawa akibat yang sungguh merugikan kepentingan 
umum dan negara, berupa kerusakaan tanah, erosi, tanah longsor, 
banjir, dan sebagainya 
2. TINJAUAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH 
2.1.  Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah 
Seseorang yang memiliki tanah, karena kebutuhan tertentu kadang tanah yang 
bersangkutan dipindahkan kepada orang lain. Pemindahan hak atas tanah dapat berupa 
jual beli, hibah, tukar menukar dan lelang. Dari perbuatan hukum tersebut yang sering 
dilakukan adalah jual beli tanah. jual beli tanah sering dilakukan oleh warga masyarakat 
baik di kota maupun didesa. 
Pengertian Jual Beli khususnya untuk tanah hak Milik dibedakan menjadi 2 (dua) 
yaitu menurut Hukum Barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
 
 
 
 
 
(KUHPerdata) dan Hukum Adat. 
2.1.1  Menurut Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan secara tegas 
yang dimaksud dengan transaksi jual beli, adalah : 
“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang telah diperjanjikan” 
Pasal 1458 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan pula : 
“Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah 
orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut meskipun 
kebendaan itu belum diserahkan maupun kebendaan itu belum dibayar” 
Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : 
“Hak Milik atas benda yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama 
penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616” 
Dari pengertian tersebut diatas, maka untuk terjadinya transaksi, setelah adanya 
penyesuaian kehendak atau tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak 
mengenai barang dan harga, yang merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli. 
Mengenai kata sepakat yang telah dicapai para pihak dalam transaksi, tidak selalu dibuat 
secara tertulis melainkan dapat juga secara lisan. 
2.1.2  Menurut Hukum Adat  
Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan transaksi Jual Beli hak atas tanah 
adalah adanya atau diperlukannya persetujuan yang berada diantara kedua belah pihak. 
 
 
 
 
 
 
Akan tetapi yang lebih dipentingkan lagi ialah diperlukannya atau adanya penyerahan 
hak atas tanah yang menjadi obyek dari transaksi jual beli hak atas tanah oleh penjual 
kepada pembeli. Pada saat itu pulalah, pembeli menyerahkan pembayaran harga kepada 
penjual. Jadi pengertian tersebut berarti konkrit atau nyata, yang mana sebelum adanya 
penyerahan hak atas tanah atau pembayaran harga maka, transaksi jual beli hak atas 
tanah dianggap belum pernah terjadi atau belum sah. 
Namun, lain halnya dengan pengertian transaksi jual beli hak atas tanah menurut 
hukum perdata barat. Transaksi jual beli hak atas tanah itu pertama-tama diperlukan, 
adanya kata sepakat, yang mana harga dari hak atas tanah yang dijual itu belum dibayar 
tetapi sudah kata sepakat maka, transaksi jual beli hak atas tanah itu dianggap telah sah. 
Hal tersebut diatas juga senada dengan pendapat Effendi Perangin, yang menyatakan 
bahwa:14  
“transaksi Jual Beli hak atas tanah itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah 
pihak pada saat mereka sudah mencapai kata sepakat mengenai hak atas tanah yang 
diperjualbelikan itu serta mengenai harganya, biarpun hak atas tanah itu belum 
diserahkan dan harganya belum dibayar” 
Jadi pengertian transaksi jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat dan 
Hukum Perdata Barat pada hakikatnya adalah berbeda, karena menurut hukum adat 
terjadi transaksi jual beli hak atas tanah adalah berupa penyerahan hak atas tanah dan 
disertai dengan pembayaran atas sejumlah harga. 
Sedangkan menurut hukum perdata barat, terjadinya transaksi jual beli hak atas 
tanah adalah saat mereka mencapai kata sepakat, walaupun tanpa disertai dengan 
penyerahan hak atas tanah dan pembayaran atas sejumlah harga. 
                                                          
14 Effendi perangin, Hukum Agraria Jilid I tentang transaksi jual beli hak atas tanah, 
Rajawali press, cetakan IV, Jakarta, 1987, hlm 114 
 
 
 
 
 
 
Ketentuan hukum agraria telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960. dalam Pasal 5 di dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa  
“hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama” 
Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatas dapat 
diketahui, bahwa sistem yang dipakai pada hukum agraria kita (Undang-Undang Pokok 
Agraria) adalah “Sistem Hukum Agraria Adat”. Namun, yang akan dipakai adalah hukum 
adat yang telah disempurnakan. 
      Dalam penggunaannya sebagai pelengkap hukum tertulis, norma hukum adat 
menurut Pasal 5 UUPA, juga akan mengalami pemurnian atau saneering dari unsur-
unsurnya yang tidak asli. Dalam pembentukan hukum tanah nasional yang digunakan 
sebagai bahan utama adalah konsepsi dan asas-asasnya.15  
Dengan melihat uraian diatas, maka transaksi jual beli hak atas tanah itu 
berpedoman pada hukum adat. Dari ketentuan yang ada tersebut, apabila dibandingkan 
dengan pengertian transaksi jual beli hak atas tanah menurut hukum adat ternyata pada 
dasarnya tidak berbeda, karena transaksi jual beli hak atas  tanah menurut hukum 
agraria nasional merupakan perbuatan hukum yang bersifat kontan. Beralihnya atau 
berpindahnya hak atas tanah itu seketika sejak tanda tangan “akta Jual beli”oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pihak-pihak yang bersangkutan dan dua orang saksi. 
                                                          
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya jilid 1 Hukum tanah nasional, djambatan, 
Jakarta,1999, hlm 180 
 
 
 
 
 
 
Hal-hal yang berbeda mengenai pelaksanaan atau teknis pemindahan haknya, 
menurut hukum agraria nasional dituntut adanya “tertib administrasi pertanahan” 
terutama yang erat kaitannya dengan “masalah pendaftaran tanah” sehingga hal-hal 
yang menyangkut hubungan hukumnya dapat dijamin. 
Dengan demikian, pengertian transaksi jual beli hak atas tanah menurut Undang-
Undang Pokok Agraria sama dengan pengertian transaksi jual beli hak atas tanah 
menurut hukum adat. Hanya saja perbedaannya terletak pada tata cara pelaksanaannya. 
Menurut hukum adat transaksi jual beli hak atas tanah dilakukan dihadapan kepala desa. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Agraria transaksi jual beli hak atas tanah 
harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didaftarkan pada kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 
Setelah UUPA yang bersifat unifikasi itu diberlakukan, maka dualisme dalam 
pengertian jual beli tersebut diatas diakhiri, karena salah satu tujuan dari UUPA adalah 
meletakkan dasar unifikasi hukum dan menghapus dualisme. Demikian dengan hak atas 
tanah, yang sebelumnya ada tanah barat dan ada tanah adat maka setelah UUPA 
diberlakukan hanya mengenal satu macam hak atas tanah yaitu yang diatur dalam UUPA 
seperti, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan lain-lain. 
 
 
2.2. Obyek transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah 
Menurut historis dan logis, bahwa transaksi jual beli itu pada dasarnya 
merupakan bagian dari salah satu macam perjanjian tukar-menukar atau disebut istilah 
“barter”. Di dalam perjanjian tukar-menukar, obyeknya adalah barang dengan barang 
atau uang dengan uang. Sedangkan pada transaksi jual beli, obyeknya adalah barang 
 
 
 
 
 
 
dengan harga. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli berhadapan dengan uang. 
Apabila kita lihat dalam Pasal 1457 KUHPerdata, istilah harga tidak mungkin 
diartikan lain selain dari alat pembayaran yang sah, yaitu berupa sejumlah uang. Karena 
jika tidak demikian, sudah barang tentu, tidak akan terjadi transaksi jual beli. 
Obyek dari transaksi jual beli hak atas tanah adalah hak atas tanah. Oleh karena 
itu, sebelum dilakukan transaksi jual beli hak atas tanah, haruslah diketahui terlebih 
dahulu secara pasti, tentang macam hak atas tanah yang menjadi obyek dari transaksi 
jual beli hak atas tanah tersebut. 
Dalam hal ini, hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 4 (empat): 
1. Hak Milik (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria) 
2. Hak Guna Usaha (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria) 
3. Hak Guna Bangunan (Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria) 
4. Hak Pakai (Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria) 
Untuk hak atas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah, dapat 
diketahui secara pasti mengenai macam hak yang disandangnya dan sekaligus dapat 
diketahui pula tentang luas dan batas-batasnya, juga mengenai letaknya, seperti yang 
telah dicantumkan pada surat ukur atau gambar situasi. 
Khususnya untuk hak atas tanah yang kepemilikannya berdasarkan hukum adat 
dan terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria serta sebelum diketahui hak 
yang disandangnya, maka mengenai hal itu dapat diketahui setelah adanya penegasan 
konversi dari Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) Kabupaten/Kota 
setempat. Sedangkan untuk batas-batasnya harus dijelaskan oleh penjual kepada 
pembeli secara tegas.Berkaitan dengan obyek dari transaksi jual beli hak atas tanah, 
adalah apakah sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan atau tanaman. 
 
 
 
 
 
 
Itu secara otomatis turut terjual ataukah tidak. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu kita perhatikan pendapat dari 
Sudargo Gautama, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurahman menyatakan bahwa:16 
“didalam hukum adat, dikenal suatu prinsip yang menyatakan adanya asas 
pemisahan horisontal, bila diterapkan asas yang dianut oleh hukum adat maka 
hak atas tanah yang dijadikan obyek transaksi jual beli tersebut terlepas dari 
bangunan dan tanaman-tanaman yang berada diatasnya. Kepemilikan hak atas 
tanah tidak dengan sendirinya harus pula membawa kepemilikan daripada 
bangunan atau taman yang berada diatas sebidang tanah tersebut”   
    Sungguhpun menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) tidak dikenal 
adanya pemisahan horizontal tersebut, namun dalam hal transaksi jual beli hak atas 
tanah biasanya menganggap, bahwa suatu benda yang tertancap diatas sebidang tanah, 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya. 
Sehubungan dengan hal itu, perlu diketahui bahwa transaksi jual beli hak atas 
tanah itu sebenarnya  dapat sekaligus jual beli atas tanah itu memindahkan bangunan 
atau tanaman yang berada diatasnya, jika hal tersebut dimungkinkan, atau mungkin 
sebaliknya bangunan dan tanaman tersebut dapat tetap dibiarkan berada diatas 
sebidang tanah tersebut atau dalam arti, bahwa bangunan itu memang sengaja untuk 
dijual kepada pembeli. 
Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli hak atas tanah harus diperhatikan 
apakah bangunan atau tanaman yang berada diatasnya itu ikut dijual atau tidak. Jika hal 
ini tidak disebutkan dengan tegas dan jelas, maka bangunan atau tanaman tersebut ikut 
dijual pula. 
                                                          
16 Sudargo Gautama dalam Abdurahman, beberapa aspek tentang hukum agraria, 
alumni, cetakan VIII, bandung,  1980, hal 108 
 
 
 
 
 
 
3.  Pengertian warisan 
3.1 Menurut Hukum Barat (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 
“pewarisan hanya berlangsung karena kematian” 
Dari Pasal 830 KUHPerdata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa “warisan 
itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang 
lain yang masih hidup” 
Pendapat tersebut memberikan batasan-batasan mengenai warisan antara lain: 
a. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan 
b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaaan 
yang ditinggal itu 
c. Harta warisan yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada 
ahli waris itu. 
 
3.1.1 Sistem Pewarisan Barat 
Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud di sini adalah 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang menganut 
sistem individual , dimana harta warisan jika pewaris meninggal harus selekas mungkin 
diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh Warga Negara Indonesia 
keturunan asing seperti keturunan Eropa, Cina, bahkan Arab atau lainnya yang tidak lagi 
berpegang teguh pada ajaran agamanya.  
Sendi pokok hukum waris barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro 
 
 
 
 
 
 
adalah Pasal 1066 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan :17 
a. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta 
benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak 
dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama  berhak atasnya. 
b. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu 
perjanjian yang bertentangan dengan itu. 
c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan 
selama waktu tertentu. 
d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat 
diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu. 
Bahwa sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa 
Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. 
Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara 
para waris apabila pewaris wafat, dikarenakan menurut hukum barat pada hakekatnya 
semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris, sedangkan para 
waris dapat memilih diantara 3 (tiga) sikap yaitu :18 
a. Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris menerima warisan 
termasuk hutang-hutang pewaris. 
b. Sikap menerima dengan syarat, berarti waris menerima warisn secara 
terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-
barang warisan yang diterima. 
c. Sikap menolak, berarti waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak 
tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan itu. 
                                                          
17 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1976, Hlm 14 
18 Hilman Hadikusuma, , Hukum Waris Adat , Penerbit PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 
2003, hlm 33 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Menurut Hukum Adat 
Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari 
bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam 
hukum waris dalam hubungannnya dengan ahli waris, tetapi luas dari itu. 
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 
tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris 
serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari 
pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta 
kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Perbuatan penerusan atau 
pengalihan harta pewaris kepada waris sebelum pewaris meninggal dapat terjadi dengan 
cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh 
pewaris kepada waris. 
Didalam kepustakaan hukum istilah warisan ada hukum kewarisan dan ada 
hukum waris. Dibawah ini akan dikemukakan pengertian istilah yang dipakai dalam 
uraian selanjutnya dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris. 
1. warisan 
Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, 
baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi bagi. Istilah ini 
dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari 
peninggalan sendiri pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian 
sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta 
warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat. 
2. waris 
 
 
 
 
 
 
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta 
warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan 
dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang 
ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris 
adalah orang yang kewarisan.19 
Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai 
harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis 
macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual 
sebagai, kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut 
ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris barat. 
Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan 
dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak 
terbagi dalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki perseorangan, tetapi ia 
dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat di gadai jika 
keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota 
kerabat bersangkutan. Bahkan untuk hata warisan yang terbagi kalau akan dialihkan 
(dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota 
kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (naastingsrecht) dalam kerukunan 
kekerabatan.  
3.2.1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat 
di Indonesia sistem kewarisan yang terdapat pada masyarakat ada 3 yaitu20: 
                                                          
19Ibid, hlm 10-13 
20 Ibid, hlm 26 
 
 
 
 
 
 
a. sistem Pewarisan kolektif, sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang 
kita jumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang “comun” atau 
“komunal/kebersamaan”. 
Cara berpikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan 
dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sependeritaan, secita-cita dan 
setujuan, meliputi seluruh lapangan kehidupan. 
Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) dari 
seseorang terdesak kebelakang. Kebersamaanlah yang utama, baik dalam suka 
maupun duka. 
Cara berpikir komunal ini dikaitkan dengan hukum waris adat, lebih baik 
harta peninggalan (warisan) dibiarkan tetap utuh tidak dibagi-bagikan, diwarisi 
bersama sama oleh sekumpulan ahli waris, dan hasilnya dinikmati bersama, 
kemudian dijadikan harga pusaka. 
Dalam saja setiap ahli waris memakainya, tetapi tidak memiliki, tetapi 
sekedar diberikan hak pakai saja. 
b. Sistem Pewarisan Mayorat 
sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem 
pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta 
yang tidak terbagi bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas 
sebagai pemimpin rumah tangga  atau kepala keluarga menggantikan 
kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam 
kedudukannya sebagai penerus penanggung jawab orang tua yang wafat 
berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain terutama 
bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih 
 
 
 
 
 
 
kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu 
wadah kekerabatan mereka yang turun menurun. Seperti halnya dengan sistem 
kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan 
hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara 
perorangan. 
c. Sistem Pewarisan Individual 
Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem 
pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai 
dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah 
harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat 
menguasai dan memiliki bagian harta warisan untuk disahkan, dinikmati atau 
dialihkan. (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun 
orang lain 
Berbicara tentang sistem kewarisan tidak lepas dari sistem kekeluargaan 
yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia, apabila 
masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda beda, 
bersuku-suku yang mempunyai bentuk kekeluargaan atau kekerabataan yang 
berbeda-beda pula. 
Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam 3 corak yaitu: 
a. sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari 
kedudukan wanita dalam pewarisan. 
b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari 
kedudukan pria dalam pewarisan. 
 
 
 
 
 
 
c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis orangtua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), 
dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam 
pewarisan. 
3.3. Menurut Hukum Islam 
Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat 
Alquran dan Hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang 
ditentukan Rasulullah. Baik dalam Alquran maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum 
kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan 
kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar 
atau sumber hukum itu dalam Surah An-Nissa’; disamping surah lainnya sebagai 
pembantu. 
Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, 
harus ada pewaris (muwarits), seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 
harta peninggalan (Tirkah), adalah merupakan condition sine quo non (syarat mutlak). 
Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan kematian itu ada beberapa macam 
antara lain sebagai berikut : 
1. Mati hakiki (mati yang sebenarnya), ialah hilangnya nyawa seseorang dari 
jasadnya yang dapat dibuktikan oleh pancaindera atau oleh dokter. 
2. Mati hukmi (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim) 
3. Mati taqdiri, ialah kematian bayi yang baru dilahirkan. 
Harus ada mauruts atau tirkah, ialah apa yang ditinggalkan pewaris baik hak 
kebendaan berwujud, maupun tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban 
yang harus dibayar. 
 
 
 
 
 
 
Harus ada ahli waris (warits), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan 
pewaris, yang dapat dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu: 
1. ahli waris sebab (sababiyah) perkawinan antara suami dan istri. 
2. ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima warisan karena ada 
hubungan nasab (qarabat) 
3. ahli waris karena hubungan wala (karena pembebasan budak) 
4. apabila menangis anak yang baru dilahirkan maka dia akan mewaris 
5. kematiannya bersamaan, mereka tidak saling mewaris21 
3.3.1. Sistem Pewarisan Islam 
Sistem hukum waris islam adalah sitem hukum waris yang pelaksanaan dan 
penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Apabila seseorang meninggal 
dunia meninggalkan harta kekayaan makan berarti ada harta warisan yang haarus 
dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup  dan juga 
memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. 
Sistem waris islam dasar berlakunya sistem individual bilateral yang terdapat 
dalam Alquran Surah IV Annisaa. Sesungguhnya hukum waris islam adalah perubaahan  
dari hukum waris adat bangsa arab sebelum islam yang berdasarkan sistem 
kekeluargaan kebapakan (patrilineal), dimana yang berhak mendapat harta peninggalan 
adalah asabat, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak. Setelah datangnya islam 
maka Alquran melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Alquran IV: 7-18, 
dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita sehingga disebut dzawu’I-faraidh, yaitu 
                                                          
21 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata,Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 87 
 
 
 
 
 
 
ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut : 
1. menurut garis bapak-anak (kebawah), ialah juga anak perempuan, anak 
perempuan dari anak lelaki 
2. menurut garis anak-bapak (keatas), ialah bapa, ibu, kakek dari pihak 
bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun  dari pihak ibu 
3. menurut garis saudara (kesamping), ialah saudara kandung, saudara tiri 
dari pihak bapak, saudara tiri dan saudara tiri dari pihak ibu, juga duda 
dan janda. 
4. TINJAUAN UMUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 
4.1.  Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, didalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti 
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah. 
Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun  1997 memberikan 
definisi tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang 
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu, yaitu akta pemindahan 
dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan akta 
pemberian kuasa untuk memebebankan hak tanggungan. 
Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pasal 1 
ayat 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 
 
 
 
 
 
 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 
Pejabat Umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang 
dengan tugas melayani masyarakat umum dibidang atau kegiatan tertentu.22  
Menurut A.P. Parlindungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai suatu 
lembaga umum yang diangkat oleh pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah dan 
mempunyai kekuasaan umum, artinya akta-akta yang diterbitkan merupakan akta 
otentik.23  
Sedangkan Menurut Efendi Perangin menyatakan : Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang 
bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan.24  
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
Pasal 1 dapat diketahui macam-macam Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah : 
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Umum) adalah pejabat umum yang diberikan 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun. 
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah pejabat pemerintah yang 
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat 
                                                          
22 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA isi dan 
pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2000,Hlm 436 
23 A.P. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Mandar Maju, 
bagian 1, Bandung, 1989, hlm 131 
24 Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994, 
hlm 3 
 
 
 
 
 
 
Akta Tanah dengan membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah 
yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan 
Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas 
Pejabat Pembuat Akta Tanah tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan 
program atau tugas pemerintah tertentu. 
4.2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Menurut Efendi Perangin, tugas PPAT ialah:25  
membuat akta mengenai perbuatan perbuatan hukum yang disebutkan dalam 
Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961. 
1. membantu pihak pihak yang melakukan perbuatan hukum itu mengajukan 
permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konversi 
serta pendaftaran hak sebagai yang disebut dalam Peraturan Menteri 
Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962. 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
pasal 2, tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah melaksanakan sebagian 
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
Perbuatan Hukum yang aktanya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah 
sebagai berikut : 
                                                          
25 Ibid, hlm 6 
 
 
 
 
 
 
a. Jual Beli  
b. Tukar menukar 
c. Hibah 
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 
e. Pembagian hak bersama 
f. Pemberian hak guna Bangunan/Hak pakai atas tanah Hak Milik  
g. Pemberian Hak Tanggungan 
h. Pemberian kuasa membebankan hak Tanggungan 
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dinyatakan : 
“untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seorang Pejabat Pembuat Akta 
Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, mengenai hak atas 
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah 
kerjanya. Pejabat Pembuat Akta tanah khusus hanya berwenang membuat akta 
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya.” 
Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Pejabat pembuat akta tanah 
membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta akta yang akaan dijadikan dasar pendaftaran 
perubahan data tanah, dan sesuai dengan jabatan Pejabat Pembuat akta tanah, sebagai 
pejabat umum, maka akta yang dibuat diberi kedudukan sebagai akta otentik. 
Menurut Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah 
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta itu 
ditempatnya, dan akta itu dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-Undang. 
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah memenuhi syarat sebagai akta otentik karena 
dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai daerah kerja tertentu dan menurut bentuk 
 
 
 
 
 
 
yang ditetapkan, sehingga akta pejabat pembuat akta tanah sebagai tanda bukti yang 
sempurna telah dilakukannya perbuatan hukum dijadikan dasar pendaftaran tanah. 
Akta Pejabat Pembuat Akta tanah dibuat sebagai tanda bukti, yang berfungsi 
untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh 
karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, sehingga apa yang ingin dibuktikan 
itu dapat diketahui dengan mudah dari akta tersebut. Jangan sampai akta memuat 
rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap dan tidak 
jelas. 
  Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
pejabat pembuat akta tanah hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Begitu 
juga dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pada dasarnya PPAT hanya 
berwenang membuat akta mengenai tanah dan satuan rumah susun yang terletak dalam 
daerah kerjanya, kecuali kalau ditentukan lain menurut pasal ini. Pelanggaran terhadap 
ketentuan ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar 
pendaftaran tanah. 
Pengecualian dari Pasal 4 ayat 1 ditentukan dalam ayat 2 yaitu untuk akta tukar 
menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), dan akta pembagian hak 
bersama mengenai beberapa hak atas taanha dan hak milik atas satuan rumah susun 
yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang pejabat pembuat akta 
tanah, dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah 
atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum. 
Menurut Effendi Perangin, pejabat pembuat akta tanah mempunyai kewajiban 
 
 
 
 
 
 
antara lain:26  
1. menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya yang 
contohnya dilampirkan pada peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 
1961 
2. menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 19 
menentukan, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah wajib : 
a. menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan 
teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Propinsi, Bupati/Kotamadya, Ketua Pengadilan Negeri, dan 
Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja Pejabat 
pembuat Akta tanah yang bersangkutan 
b. melaksanakan jabatannya secara nyata 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Penyelesaian Secara Yuridis Mengenai Ketidakhadiran Seseorang Dari Salah 
Satu Pihak (Penjual) Sebelum Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas 
Tanah Warisan Dilakukan. 
                                                          
26 Ibid, hlm 7 
 
 
 
 
 
 
Hak Milik oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 20 
mempunyai pengertian yaitu : 
1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan   Pasal 6; 
2. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Sifat-sifat dari hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik 
adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak”, tak terbatas 
dan tidak dapat diganggu gugat namun hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan 
hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Bahwa hak milik merupakan hak yang 
kuat berarti hak itu tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan 
pihak lain. Hak milik mempunyai sifat turun temurun, artinya dapat di warisi oleh ahli 
waris yang mempunyai tanah, Kepemilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia 
meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebidang tanah hak milik  seluas 1.125 (seribu 
seratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani, kelurahan 
Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang terurai dalam sertipikat 
Hak Milik Nomor 1032 (seribu tiga puluh dua) dalam gambar situasi tanggal 17-2-1997 
nomor 806/1997 atas nama : 
1. Eko Satrio Soegito Putro 
2. Dwipo Noeswantoro Soegito Putro 
3. Tri Santa Dharma Soegito Putro 
4. Tjatur WB. Soegito Putro,  
5. Pantja Kartika Bima Soegito Putro 
6. H.W Handayani Soegito Putri 
7. Ismukandar 
8. Moekmiatun 
9. Marpu’atun 
10. Sri Murwati 
11. Toetik Mutiah Ena Indriani 
 
 
 
 
 
 
12. J. Sri Murtini 
13. Moch. Mulyodiyono 
14. Ismu Hadimulyo 
15. R. Sujitno 
pemilik tanah tersebut yang telah meninggal dunia yaitu : 
1. Toetik Mutiah Ena Indriani yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 (dua 
puluh) November 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan 
menurut surat keterangan waris tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2003 (dua 
ribu tiga) menerangkan bahwa ahli waris dari  Toetik Mutiah Ena Indriani 
yaitu : 
a. Hamisu Lailatul Usmu Heriadi 
b. Enie Yuliana Kherani 
c. Mohammad Huzaini Shopiandi 
2.  R. sujitno yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 
2002 (dua ribu dua) dan menurut surat keterangan waris tanggal 26 (dua 
puluh enam) Mei 2003 (dua ribu tiga) menerangkan bahwa ahli waris dari R. 
Sujitno yaitu : 
a. Sukasmanto 
b. Endang Karyati 
c. Slamet Widodo 
d. Moelyo Yoewono 
e. Endang Susetyowati 
f. Achmad Basoeki 
Dengan meninggal dunianya Toetik Mutiah Ena Indriani dan R sujitno, maka ahli 
waris dari kedua orang tersebut beralih secara hukum menjadi pemilik sebidang tanah 
tersebut diatas menggantikan kedudukan orangtuanya atau pewaris. 
 
 
 
 
 
 
Hukum waris tersebut diatas yang berlaku adalah hukum waris adat, yang sistem 
kekeluargaannya bersifat parental. Dalam system kekeluargaan parental system 
pewarisannya bisa bersifat kolektif apabila harta peninggalan tersebut diteruskan dan 
dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tak terbagi 
bagi penguasaan dan kepemilikannya. Namun dengan berjalannya waktu dan adanya 
kesepakatan dari semua pemilik tanah hak milik tersebut, maka system pewarisan yang 
bersifat kolektif tersebut berubah kearah sistem individual yaitu system pewarisan dimana 
setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta 
warisan menurut bagiannya masing-masing. Namun karena luas tanah tersebut tidak 
memungkinkan dibagi dalam bentuk natura maka mereka sepakat untuk menjual tanah 
dan bangunan tersebut kepada pihak lain dengan tujuan, uang dari hasil penjualan 
tersebut dibagi secara merata dari masing-masing pemilik tanah hak milik tersebut. 
Tanah hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain dengan cara jual beli, 
hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik, hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UUPA : 
1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. Setiap Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau 
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 
seorang warga Negara yang disamping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu 
badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal demi karena hukum dan 
tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak 
 
 
 
 
 
 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut 
kembali.  
Bahwa dalam Jual Beli tanah hak milik juga harus memenuhi syarat sahnya 
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) antara lain : 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. suatu hal tertentu 
4. suatu sebab yang halal. 
Dari rumusan tersebut diatas maka : 
a. syarat kesepakatan, artinya bahwa subyek hukum yang melakukan 
transaksi harus ada dan membuat kesepakatan antara pemilik 
dengan calon penerima barang, yang dalam jual beli tanah hak milik 
tersebut yaitu harus ada penjual dan pembeli. 
b. Syarat kecakapan, artinya bahwa pihak-pihak yang bertransaksi 
harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana 
kecakapan berrtindak dalam hukum merupakan kemampuan 
seseorang untuk membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang 
diperbuatnya menjadi sah menurut hukum. 
c. Suatu hal tertentu, artinya bahwa harus adanya obyek hukum yang 
pasti yaitu sertifikat tanah hak milik nomor 1032/kelurahan Sumbang. 
d. Sebab yang halal adalah materi perjanjian haruslah perbuatan yang 
tidak dilarang oleh hukum, melanggar ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
 
 
 
 
 
 
Selain syarat menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
 
1. syarat materiil 
yang mana akan sangat menentukan sahnya suatu jual beli tanah 
tersebut yaitu: 
a. pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan 
b. penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan  
c. tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak 
dalam sengketa 
2. syarat formal 
setelah semua persyaratan materiil terpenuhi maka Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) akan membuat akta jual belinya. 
Dalam kasus ini bahwa pemilik tanah hak milik nomor 1032/ kelurahan sumbang, 
khususnya ahli waris dari almarhum R.Sujitno yaitu : 
a. Sukasmanto 
b. Endang Karyati 
c. Slamet Widodo 
d. Moelyo Yoewono 
e. Endang Susetyowati 
f. Achmad Basoeki. 
 
 
 
 
 
 
Menurut keterangan (Sukasmanto)27, bahwa adik kandungnya yang bernama 
Slamet Widodo dan Achmad Basoeki, telah meninggalkan tempat tinggal orang tuanya, 
dikarenakan pada saat itu dalam keluarga kami sedang terjadi perpecahan, dan 
hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tidak harmonis, sehingga Slamet 
Widodo dan Adiknya Achmad Basoeki, bertekad memutuskan pergi dari rumah 
orangtuanya tersebut dan kepergiannya tersebut tidak memberikan kabar terlebih dahulu 
kepada pihak keluarga, kepergiannya itu telah berlangsung dalam 20 tahun hingga orang 
tua kami meninggal pun, mereka tidak muncul. Dan kami pihak keluarga pun hingga kini 
tidak tahu keberadaannya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. 
Keadaan yang demikian tersebut dapat menyebabkan kendala untuk 
dilaksanakannya transaksi jual beli tanah hak milik, yang akibatnya tujuan para ahli waris 
untuk membagi harta warisan tersebut tidak tercapai, oleh karena jual beli tidak mungkin 
dilaksanakan tanpa kehadiran segenap pemilik tanah.  
Menurut keterangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya28, sebagai nara sumber 
mengatakan bahwa Berhubung dengan hal tersebut dan agar proses jual beli tanah dan 
bangunan hak milik atas tanah warisan dan pembagian hasil dari penjualan dapat 
terlaksana maka ahli waris almarhum R. sujitno menundukkan diri pada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang ketidak hadiran yang diatur dalam Pasal 
463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :29 
“jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak 
memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakilik dirinya dan mengurus harta 
kekayaannya pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu 
                                                          
27 Sukasmanto, wawancara, 24 Januari 2009 
28 Ardianda, hakim pengadilan negeri Surabaya, wawancara, 29 Januari 2009 
29Ibid 
 
 
 
 
 
 
 
ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-
alasan yang mendesak, guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau 
guna mengadakan seorang wakil baginya, pengadilan negeri tempat tinggal si yang tidak 
hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan 
kejaksaan, harus memerintahkan kepada balai harta peninggalan, supaya mengurus 
seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya 
membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya. 
Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa 
menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit. 
Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu 
tidak banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan 
menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, pengadilan negeri, baik 
dengan penetapan seperti termaksud delam ayat satu, baik dengan penetapan lebih 
lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan 
pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan kepentingan itu kepada seorang 
atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk 
oleh pengadilan atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu satunya ialah 
apabila si yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus 
mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan 
segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau 
pendapatannya” 
Menurut beliau selain Pasal 463 dan pula dihubungkan dengan Pasal 467 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : 
“Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak 
memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta 
kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingann itu, 
dan apabila 5 (lima) tahun lewat. Setelah keberangkatnnya dari tempat tinggal itu, atau 5 
(lima) tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia 
masih hidup sedangkan dalam waktu lima tahun itu tidak pernah terdapat tanda-tanda 
tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak pedulilah, 
apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si 
yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah 
memperoleh ijin dari pengadilan negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil 
guna menghadap dimuka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara 
umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan atau sedemikian lebih 
lama, sebagaimana pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya. 
Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap baik si yang meninggalkan 
tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna menerangkan bahwa ia masih 
hidup, maka pemanggilan seperti diatas untuk kedua kalinya harus diijinkan dan setelah 
ini, dalam hal seperti diatas harus diijinkan sekali lagi pemanggilan untuk ketiga kalinya. 
Semua panggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya 
dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh pengadilan telah ditunjuk tatkala 
pengadilan memberikan ijin yang pertama, pun paggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus 
dilekatkan pula pada pintu gedung kantor karesidenan, dalam daerah karesidenan mana 
si yang tidak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.”     
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka memerlukan peran pengadilan 
negeri Surabaya yaitu pengadilan negeri dimana Slamet Widodo dan Achmad Basoeki 
bertempat tinggal terakhir yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau 
memberi putusan untuk menyatakan ketidakhadiran Slamet Widodo dan Achmad 
Basoeki.30 
Bahwa (Sukasmanto)31, sebagai pemohon dengan surat permohonannya 
tertanggal 20 (dua puluh) Agustus 2003 (dua ribu tiga) diterima dan didaftar di panitera 
pengadilan negeri Surabaya tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2003 (dua ribu tiga) terdaftar 
dalam nomor 729/Pdt.P/2003/PN.Sby telah mengajukan permohonan dengan alasan 
sebgai berikut : 
1. Bahwa pemohon adalah anak dari R. Sujitno dan Ny. Kasminah 
2. Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 27 (du puluh tujuh) 
Juli 2002 (dua ribu dua) sedangkan ibu Pemohon juga telah 
meninggal dunia pada tanggal 13 (tiga belas) Januari 2003 dengan 
meninggalkan 6 orang anak yakni :      
a. Sukasmanto, laki-laki, umur 48 tahun; 
b. Endang Karyati, perempuan, umur 46 tahun 
c. Slamet Widodo, laki-laki, umur 44 tahun  
d. Moelyo Yoewono, laki-laki, umur 40 tahun 
e. Endang susetyowati, perempuan, umur 36 tahun 
f. Achmad Basoeki, laki-laki, umur 34 tahun 
3. bahwa orang tua pemohon meninggalkan harta sebagai berikut: 
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- sebidang tanah sertipikat hak milik no 1032/kel.sumbang, 
gambar situasi tanggal 17-2-1997, luas 1.125 meter persegi 
terletak di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, 
Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Sumbang. 
4. bahwa pemohon dan adik-adiknya tersebut diatas adalah merupakan 
ahli waris dari almarhum R. Sujitno dan Kasminah sebagaimana 
surat keterangan warisan tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2003 
(dua ribu tiga)  
5. bahwa saat ini pemohon dan ahli waris lainnya hendak menjual 
tanah tersebut, akan tetapi berhubung adik pemohon Slamet Widodo 
dan Achmad Basoeki tidak diketahui keberadaannya sejak 20 tahun 
yang lalu, sehingga untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan; 
berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua 
Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : 
1. mengabulkan permohonan pemohon; 
2. menetapkan bahwa adik pemohon Slamet Widodo dan Achmad 
Basoeki, dalam keadaan tidak hadir (tidak diketahui keberadaannya); 
3. memberikan ijin kepada pemohon mewakili adiknya Slamet Widodo 
dan Achmad Basoeki tersebut untuk menjual hak bagiannya atas 
harta : 
- sebidang tanah sebagaimana sertipikat Hak Milik no 
1032/kel.sumbang, gambar situasi tanggal 17-2-1997 no 
806/1997 luas 1.125 meter persegi terletak di Provinsi Jawa 
Timur, Kabupaten Bojonegoro, kecamatan Bojonegoro, 
Kelurahan Sumbang; 
bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan 
 
 
 
 
 
 
bukti surat berupa : 
1.  Foto copy kartu keluarga no. 125617/97/06677 tertanggal 09-04-1997 
atas nama kepala keluarga Sukasmanto,tertanda P-1; 
2. Foto copy surat keterangan kematian nomor. 474/118/402.6/10.1/02 
atas nama R. Sujitno, tertanda    P-2 
3. Foto copy Surat keterangan ahli waris tertanggal 26 Mei 2003, 
tertanda P-3 
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik no.1032 Kel. Sumbang, gambar situasi 
tanggal 17-2-1997 no. 806/1997 luas 1.125 meter persegi, tertanda P-
4 
Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan 
aslinya, yang ternyata cocok dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir 
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; 
Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga 
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
Saksi 1. Awaludin, memberikan keterangan sebagai berikut : 
- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada 
hubungan keluarga; 
- bahwa benar orang tua pemohon bernama R. Sujitno dan Ny. 
Kasminah; 
- Bahwa kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia dan 
meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing 
 
 
 
 
 
 
bernama Sukasmanto, Endang Karyati, Slamet Widodo, 
Moelyo Yoewono, Endang Susetyowti dan Achmad Basoeki; 
- Bahwa benar orang tua pemohon meninggalkan harta yang 
berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sumbang, Kecamatan 
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro; 
- Bahwa tanah tersebut sekarang mau dijual namun karena 
kedua adik pemohon yang bernama Slamet Widodo dan 
Achmad Basoeki tidak diketahui keberadaannya kurang lebih 
20 tahun maka harus penetpan dari pengadilan negeri; 
Saksi 2. Senapi, memberikan keterangan sebagai berikut: 
- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada 
hubungan keluarga; 
- bahwa kedua orang tua pemohon bernama R.Sujitno dan Ny. 
Kasminah; 
- bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia dan 
meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing 
bernama Sukasmanto (pemohon), Endang Karyati, Slamet 
Widodo, Moelyo Yuwono, Endang Susetyowati dan Achmad 
Basoeki; 
- bahwa dari ke 6 anak R. Sujitno dan Kasminah tersebut ada 
diantara 2 orang yang tidak diketahui keberadaannya yaitu 
Slamet Widodo dan Achmad Basoeki; 
- bahwa R. Sujitno disamping meninggalkan ahli waris juga 
meninggalkan warisan yang berupa tanah yang terletak di 
Kelurahan Sumbang, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro 
 
 
 
 
 
 
- bahwa sekarang tanah tersebut mau dijual namun karena 
kedua adik pemohon tidak diketahui keberadaannya maka 
harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri; 
Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat bukti dan keterangan 2 (dua) 
orang saksi serta keterangan pemohon sendiri maka pengadilan telah memperoleh fakta-
fakta yang sebagai berikut: 
- bahwa benar pemohon adalah anak dari R. Sujitno dan 
Kasminah; 
- bahwa benar orang tua pemohon yang bernama R.Sujitno dan 
Kasminah tersebut telah meninggal dunia; 
- bahwa dari perkawinan R. Sujitno dengan Kasminah tersebut 
telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing 
bernama Sukasmanto (pemohon), Endang Karyati, Slamet 
Widodo, Moelyo Yoewono, Endang Susetyowti dan Achmad 
Basoeki; 
- bahwa benar orang tua pemohon disamping meninggalkan ahli 
waris juga meninggalkan warisan yang berupa tanah yang 
terletak dikelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, 
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur; 
- bahwa benar kedua orang anak R. Sujitno dan Kasminah yang 
bernama Slamet Widodo dan Achmad Basoeki tidak diketahui 
keberadaannya dan pemohon mau menjual warisan dari orang 
tuanya maka diharuskan adanya penetapan dari pengadilan; 
- bahwa benar pemohon sekarang sangat membutuhkan 
penetapan dari pengadilan negeri untuk menjual harta 
peninggalan dari R. Sujitno tersebut; 
 
 
 
 
 
 
menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta tersebut diatas, maka pengadilan 
berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan tidak 
bertentangan dengan hukum karena kedua saudara dari pemohon yang bernama Slamet 
Widodo dan Achmad Baoeki tersebut sudah kurang lebih 20 tahun tidak diketahui 
keberadaannya, maka dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan; 
Menimbang bahwa oleh karena pemohon dikabulkan permohonannya maka 
biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebeankan kepada pemohon; 
Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan-peraturan lainnya 
yang bersangkutan ; 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan pemohon; 
2. menetapkan bahwa adik pemohon Slamet Widodo dan Achmad Basoeki, 
dalam keadaan tidak hadir (tidak diketahui keberadaannya); 
3. memberikan ijin kepada pemohon mewakili adiknya Slamet Widodo dan 
Achmad Basoeki tersebut untuk menjual hak bagiannya atas harta: 
- sebidang tanah sebagaimana sertipikat Hak Milik No. 1032/kel. 
Sumbang, gambar situasi tanggal 17-2-1997 No.806/1997 luas 
1.125 meter persegi, terletak di Provinsi jawa Timur, Kabupaten 
Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Sumbang. 
Menurut beliau isi dalam penetapan pengadilan tersebut, selain menyatakan 
bahwa Slamet Widodo dan Achmad Basoeki dalam keadaan tidak hadir, juga 
memberikan penetapan kepada pemohon yaitu Sukasmanto, untuk mewakili adiknya 
yaitu Slamet Widodo dan Achmad Basoeki untuk menjual hak bagiannya atas sebidang 
tanah hak milik nomor 1032/Kel. Sumbang. Dengan demikian Sukasmanto berdasarkan 
 
 
 
 
 
 
penetapan pengadilan sebagai dasar hukumnya dapat melakukan perbuatan hukum, dan 
bertindak untuk dirinya sendiri dan berdasarkan penetapan pengadilan diberi kuasa untuk 
mewakili Slamet Widodo dan Achmad Basoeki untuk melakukan jual beli hak milik atas 
tanah warisan no 1032/kel. Sumbang32   
Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang berbunyi: 
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang mermberikan 
kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan” 
Pemberian kuasa dalam penetapan pengadilan yang diberikan kepada 
sukasmanto dengan tegas dinyatakan hanya sebatas untuk melakukan perbuatan hukum 
dalam jual beli hak milik atas tanah nomor 1032/Kel.Sumbang, hal ini sesuai dengan 
Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : 
“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu 
kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si 
pemberi kuasa” 
Pemberian kuasa itu menerbitkan “perwakilan” yaitu adanya seorang yang 
mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perwakilan seperti itu ada 
juga yang dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang dan ada 
perwakilan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, dalam kasus ini, berdasarkan karena 
adanya penetapan pengadilan.  
Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya, dan 
ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak 
dilaksanakannya kuasa tersebut. Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan 
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dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang setepatnya, jika tidak, sipenerima kuasa 
dapat dianggap melalaikan tugasnya, yang mana dapat dituntut mengganti kerugian yang 
ditimbulkan karena kelalaian itu. 
Menurut keterangan hakim, sebagai nara sumber,33 apabila setelah adanya 
penetapan pengadilan tersebut, ternyata orang yang telah dinyatakan tidak hadir tersebut 
yaitu Slamet Widodo dan Achmad Basoeki tiba-tiba muncul, maka dapat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri dan meminta untuk dibatalkannya penetapan pengadilan 
tersebut, namun dapat juga tanpa melalui pengajuan gugatan, apabila ada kesepakatan 
dari pemohon (sukasmanto) dengan Slamet Widodo dan Achmad Basoeki untuk 
diselesaikan secara kekeluargaan, dengan memberikan haknya yang seharusnya di 
dapat oleh Slamet Widodo maupun Achmad Basoeki, sebagaimana diatur dalam Pasal 
463 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan apabila dalam waktu 30 tahun 
sejak dinyatakan dalam Penetapan Pengadilan, ternyata muncul, maka hanya akan 
menuntut kembali harta kekayaannya dalam keadaan terkemudian , beserta harga 
barang-barangnya yang telah dipindahtangankan (Pasal 486 KUHPerdata). Dan selain 
berdasarkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut 
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-12-1975 nomor 200 K/Sip/1974 yang 
menyatakan bahwa “keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa hukum 
adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan: tidak dapat dibenarkan, karena gugatan 
telah ditolak bukan atas alasan daluarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri 
selama 30 (tiga puluh) tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya 
(rechtverwerking). 34 
Menurut pendapat saya, penyelesaian secara yuridis mengenai ketidakhadiran 
seseorang dari salah satu pihak (penjual) sebelum proses pelaksanaan jual beli Hak Milik 
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atas tanah warisan dilakukan, bahwa hakim pengadilan tersebut berdasarkan alat bukti 
tertulis dan alat bukti 2 orang saksi maka hakim dengan pertimbangan hukumnya dan 
dengan penuh keyakinan, maka permohonan dari Sukasmanto dikabulkan. 
2. Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan Dengan 
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh 
Pengadilan Negeri Surabaya. 
Kedudukan atau status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah bila 
dalam hak milik atau tanah terdapat lebih dari 1 (satu) pemilik, maka yang berhak 
menjual adalah mereka yang memiliki tanah itu bersama-sama dan dilarang dijual oleh 
satu orang saja, yang mana dalam tanah hak milik atas tanah yang terurai dalam 
sertipikat hak milik nomor 1032/Kelurahan Sumbang  seluas 1.125 (seribu seratus dua 
puluh lima) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 806/1997 
tanggal 17-2-1997 atas nama:  Eko Satrio Soegito Putro, Dwipo Noeswantoro Soegito 
Putro, Tri Santa Dharma Soegito Putro, Tjatur WB. Soegito Putro, Pantja Kartika Bima 
Soegito Putro, H.W Handayani Soegito Putri, Ismukandar, Moekmiatun, Marpu’atun, Sri 
Murwati, Almarhum Toetik Mutiah Ena Indriani (Hamisu Lailatul Usmu Heriadi, Enie 
Yuliana Kherani, S.Pd, Mohammad Huzaini Shopiandi), J. Sri Murtini, Moch. 
Mulyodiyono, Ismu Hadimulyo, Almarhum R. Sujitno (Sukasmanto, Endang Karyati, 
Slamet Widodo, Moelyo Yoewono, Endang Susetyowati, Achmad Basoeki). Dan pihak 
pembeli  yaitu Sudjono Budiono, yang mana menurut keterangan dari J.Sri Murtini35 dan 
Sukasmato36, bahwa luas tanah yang hendak dijual dari seluas 1.125 (seribu seratus dua 
puluh lima)meter persegi, hanya seluas 965 (sembilan ratus enam puluh lima) meter 
persegi yang dijual kepada pembeli, sedangkan sisanya seluas 160 (seratus enam puluh) 
meter persegi menjadi bagian dari J.Sri Murtini yang dibuat dengan akta pembagian hak 
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bersama, yang mana harga kesepakatan dari jual beli tersebut sebesar Rp.80.000.000,- 
(delapan puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat penandatangan akta jual 
beli tersebut. 
Jual beli tanah yang dilakukan hanya oleh satu orang saja berakibat batal demi 
hukum, yang artinya bahwa sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual 
beli, dalam hal yang demikian ini, jelas kepentingan pembeli sangat dirugikan, sebab ia 
sudah membayar harga tanah itu kepada penjual, sedangkan haknya atas tanah yang 
dibelinya tidak pernah beralih kepadanya. 
Para pihak yaitu penjual dan pembeli, untuk melakukan proses jual beli tanah 
hak milik, harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang daerah 
kerjanya berada di wilayah hukum dimana tanah tersebut berada, yang mana telah diatur 
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 2006, Pasal 1 
angka 8, yang berbunyi: 
“Daerah Kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan 
seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang terletak didalamnya”  
Dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah nomor 1032/Kelurahan Sumbang, 
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sehingga daerah kerja Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) adalah dalam suatu wilayah kerja kantor pertanahan Kabupaten 
Bojonegoro. (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006) 
PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan 
dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 
perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006), 
 
 
 
 
 
 
perbuatan hukum tersebut meliputi: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam 
perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 
2006). 
Pihak dari calon penjual khususnya dari ahli waris R. Sujitno setelah 
penyelesaian secara yuridis mengenai ketidakhadiran dari Slamet Widodo dan Achmad 
Basoeki yang telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan nomor 
729/Pdt.P/2003/PN.Sby oleh Pengadilan Negeri Surabaya, menurut pendapat Bapak 
Yatiman Hadisuparjo, PPAT di Bojonegoro yang sebagai nara sumber mengatakan 
bahwa cara untuk mencari hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
melibatkan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Ketidakhadiran Slamet Widodo dan 
Achmad Basoeki adalah jalan satu-satunya untuk melaksanakan juak beli hak milik atas 
tanah yang memberikan jaminan hukum pada pembeli atas tanah tersebut.37  
Selanjutnya beliau mengatakan juga bahwa dengan penetapan pengadilan 
tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut, sehingga 
Sukasmanto dapat menjalankan Penetapan Pengadilan tersebut yang mana dalam isi 
Penetapan tersebut Sukasmanto mewakili Slamet Widodo dan Achmad Basoeki khusus 
untuk melakukan perbuatan hukum dalam jual beli hak milik atas tanah nomor 
1032/Kel.Sumbang. dengan demikian penetapan pengadilan negeri sangat berperan 
dalam menyelesaikan kebuntuan penyelesaian pembagian harta warisan yang 
dikehendaki oleh para ahli waris. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh para ahli waris 
almarhum R. sujitno dengan pembeli Sudjono Budiono menjadi sah, sehingga hak 
Sudjono Budiono atas tanah tersebut terjamin secara hukum, dilain pihak ahli waris dapat 
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memperoleh haknya atas harta warisan.38 
Menurut pendapat Eni Zubaidah, PPAT di Kabupaten Bojonegoro sebagai nara 
sumber menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan tersebut kami pandang sebagai surat 
kuasa khusus untuk mengesahkan peralihan Hak Atas Tanah yang salah seorang 
diantara pemiliknya dalam keadaan tidak hadir agar proses peralihan hak yang 
dikehendaki pemilik lain dihadapan PPAT terlaksana dengan sah.39  
Sedangkan menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bahwa 
secara yuridis formal dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut, permohonan 
peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan di kantor pertanahan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN nomor 3 tahun 
1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi 40: 
“(1)  permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan 
melampirkan : 
a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah 
atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum 
terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; 
b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam 
sertifikat yang bersangkutan dari kepala desa/ Lurah tempat tinggal 
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pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, 
atau instansi yang berwenang; 
c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa: 
1) wasiat dari pewaris atau 
2) putusan pengadilan 
3) penetapan hakim/ketua pngadilan 
4) - bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan 
ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 
oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ 
Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu 
meninggal dunia; 
- bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa; Akta 
keterangan hak mewaris dari notaris 
- bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing 
lainnya; surat keterangan waris dari balai harta 
peninggalaan. 
d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan 
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang 
bersangkutan; 
e. bukti identitas ahli waris” 
Sehingga dengan dasar hukum tersebut, pendaftaran peralihan hak milik atas 
tanah dapat didaftarkan kekantor pertanahan, dengan dilampiri penetapan pengadilan 
tersebut. 
Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data 
pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar 
 
 
 
 
 
 
yang kuat untuk pendaftaran hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung 
jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang 
bersangkutan. Antara lain dengan mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat 
dengan daftar-daftar yang ada dikantor pertanahan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 
memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun, dalam Pasal 32 ayat 1 yang dalam penjelasannya dijelaskan 
bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data 
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan. 
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta yang bersangkutan 
diserahkan kepada PPAT yang berwenang membuatnya. Apabila obyek perbuatan 
hukumnya sudah didaftar, yaitu hak-hak atas tanah pemberian baru dan Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun, wajib diserahkan sertipikatnya yang asli.   
Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, bahwa PPAT 
wajib menolak membuat akta, jika: 
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli yang 
bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-
dafttar yang ada di Kantor Pertanahan atau; 
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, tidak disampaikan : 
1) surat bukti hak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 atau 
surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, bahwa 
yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2; atau 
 
 
 
 
 
 
2) surat keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang 
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk 
tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor 
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan 
dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan; atau 
c. salah satu atau para pihak  yang akan melaakukan perbuatan hukum 
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 tidak berhak atau tidak memnuhi syarat untuk bertindak 
d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu suarat kuasa 
mutlak, yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan 
hak, yaitu surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang 
memberi kuasa, dan menurut rumusan isinya pada hakikatnya 
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak; atau 
e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh ijin pejabat 
atau instansi yang berwenang, apabila ijin tersebut diperlukan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 
mengenai data fisik dan atau data yuridis. 
g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.41  
Pembuatan akta tersebut juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang memenuhi syarat. Para saksi memberikan kesaksian mengenai : 
a. Kehadiran para pihak atau kuasanya, 
b. Keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam akta 
                                                          
41 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2005, Hlm 508.  
 
 
 
 
 
 
c. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang 
bersangkutan  
Sebelum ditandatangani, PPAT wajib membacakannya kepada para pihak yang 
bersangkutan dan memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu, 
serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. Bahwa akta PPAT 
dibuat sebanyak 2 lembar; yang semuanya dalam bentuk asli in originali, yang satu 
lembar disimpan di Kantor PPAT, sedang satu lembar lainnya disampaikan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran pemindahan haknya. 
PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang 
diperlukan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, 
selambat-lambatnyaa 7 (tujuh) hari kerja sejak ditanda tanganinya akta yang 
bersangkutan dengan dilampiri : 
a. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan hak yang ditandatangani 
oleh penerima hak atau kuasanya 
b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak 
c. Akta jual beli lembar kedua 
d. fotocopy identitas dari para pihak baik penjual maupun pembeli 
e. sertipikat hak milik nomor 1032/Kel.sumbang 
f. Bukti Pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 
g. Bukti pelunasan pembayaran PPh 
h. Surat keterangan hak waris Dra Toetik Mutiah Ena Indriani 
i. Salinan Penetapan Pengadilan nomor 729/Pdt.P/2003/PN.Sby 
Menurut pendapat saya, dari hasil penelitian tentang proses pelaksanaan jual 
beli Hak Milik atas tanah warisan berdasarkan Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2003/Pn.Sby 
 
 
 
 
 
 
oleh pengadilan Negeri Surabaya, bahwa untuk mewujudkan hukum tanah nasional, kita 
dapat melihat ketentuan-ketentuan dari sumber hukum tertulis, yang dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
UUPA, peraturan pelaksana dari UUPA. Selain dari sumber hukum tertulis, juga terdapat 
ketentuan-ketentuan dari sumber hukum yang tidak tertulis yang berupa hukum adat dan 
hukum kebiasaan baru yang bukan berasal dari hukum adat. Hukum Kebiasaan baru 
tersebut dapat lahir dari peran pengadilan sebagai lembaga yudikatif untuk mengisi 
kekosongan hukum yang terjadi didalam hukum tanah nasional, sehingga dapat terwujud 
cita-cita akan terselenggaranya kepastian hukum dibidang hukum pertanahan. Peranan 
pengadilan yang dalam hal ini melalui penetapan nomor 729/Pdt.P/2003/Pn.Sby oleh 
Pengadilan negeri Surabaya, memberikan jalan keluar atas terhambatnya peralihan Hak 
Milik atas Tanah Warisan. 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara 
kepada responden dan didukung oleh nara sumber serta berdasarkan hasil pembahasan 
yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Cara penyelesaian secara Yuridis mengenai ketidak hadiran seseorang dalam 
 
 
 
 
 
 
kaitannya untuk proses jual beli hak milik atas tanah warisan, dapat 
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri 
dimana tempat tinggal terakhir yang telah ditinggalkannya, dalam hal ini 
diwilayah Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang 
mempunyai kewenangan untuk menerima pengajuan permohonan yang 
diajukan oleh pemohon dalam hal ini Sukasmanto, ahli waris dari Almarhum 
R.Sujitno mempunyai saudara kandung Slamet Widodo dan Achmad 
Basoeki, yang mana permohonan Sukasmanto kepada pengadilan negeri 
untuk memohon Penetapan Pengadilan dikarenakan Slamet Widodo dan 
Achmad Basoeki tidak diketahui tempat keberadaannya selama 20 tahun, 
padahal  pemohon beserta Pemilik Tanah Hak Milik nomor 1032/Kel. 
Sumbang mempunyai kepentingan untuk menjual tanah hak milik tersebut. 
Dengan permohonan tersebut pemohon memohon untuk mengabulkan dan 
menetapkan bahwa Slamet Widodo dan Achmad Basoeki dalam keadaan 
tidak hadir dan memberikan kuasa secara tegas kepada pemohon untuk 
mewakili Slamet Widodo dan Achmad Basoeki untuk menjual hak bagiannya 
atas sebidang tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1032/Kel. 
Sumbang, gambar situasi tanggal 17-2-1997 seluas 1125 (seribu seratus dua 
puluh lima) meter persegi. Apabila Slamet Widodo dan Achmad Basoeki tiba-
tiba muncul, maka Sukasmanto berkewajiban untuk membayar, 
menyerahkan bagian haknya yang seharusnya diterima oleh Slamet Widodo 
dan Achmad Basoeki, namun apabila tidak mau menerima hasil dari 
penjualan tersebut maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 
negeri dan membatalkan penetapan pengadilan tersebut,  namun apabila 
lewat dari 30 tahun tidak muncul maka menurut Yurisprudensi Mahkamah 
Agung tanggal 11-12-1975 nomor 200 K/Sip/1974  dianggap telah 
melepaskan haknya.  
 
 
 
 
 
 
2. Proses pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah warisan berdasarkan 
dengan penetapan pengadilan, bahwa setelah adanya penetapan pengadilan 
nomor 729/Pdt.P/2003/PN.Sby, maka pemilik tanah Hak Milik nomor 
1032/Kel.Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebagai 
penjual dan Sudjono Budiono sebagai pembeli dapat menghadap kepada 
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya berada di wilayah 
hukum tanah tersebut, yaitu di Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan Jual 
beli diperlukan kehadiran dari semua pihak, sehingga ketidak hadiran dari 
Slamet Widodo dan Achmad Basoeki, berdasarkan Penetapan Pengadilan 
yang menunjuk Sukasmanto untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan 
hukum yang secara tegas hanya untuk menjual hak bagiannya atas tanah 
tersebut, yang mana penetapan pengadilan tersebut memberikan kuasa 
khusus kepada Sukasmanto, sehingga Sukasmanto berkewajiban 
menjalankan kuasa tersebut, yang mana dalam akta Jual beli selain 
sukasmanto bertindak untuk diri sendiri juga bertindak menjalani kekuatan 
penetapan pengadilan nomor 729/Pdt.P/2003/PN.Sby.  
2. Saran 
Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran 
yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu : 
1.        Perlunya mengadakan penyuluhan maupun seminar kepada masyarakat  
mengenai permasalahan hukum seperti ketidakhadiran seseorang yang 
ditulis dalam penulisan ini maupun permasalahan hukum lainnya yang 
memerlukan penetapan pengadilan maupun putusan pengadilan secara 
perdata, sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut menjadi bermanfaat 
bagi masyarakat. 
  2.   Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai yang berwenang membuat akta 
 
 
 
 
 
 
tanah, juga dapat sebagai tempat berkonsultasi mengenai permasalahan 
hukum khususnya dalam bidang pertanahan kepada masyarakat yang 
menginginkan adanya suatu pemecahan terhadap permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk melakukan 
perbuatan hukum dibidang pertanahan. 
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